BAB V
KESIMPULAN

1. [bookmark: _GoBack]Pertimbangan pembuktian perbuatan melawan hukum perdata yang diupayakan ganti kerugian di atas telah tampak hakim mempertimbangkan bukti kuitansi pengobatan sebagai dasar kerugian , Upaya ganti rugi merupakan ranah perdata formil , dan hakim merelevansikan ranah formil ganti rugi merupakan bagian untuk menyeimbangkan perbuatan hukum antara dua belah pihak atau lebih, dimana terjadinya solusi hukum ini harus didasari oleh adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan (pertimbangan Pasal 1925 BW)  dan kemudian juga para pihak setuju untuk mengikatkan diri perjanjian perdamaian tersebut, putusan hakim perdata Nomor 18/PDT.G/2020/PN.Sos, hakim melakukan penafsiran bebas, hakim dalam perkara perdata yang bermuatan pidana dapat melahirkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak
2. Berdasarkan Pertimbangan pembuktian perbuatan melawan hukum perdata yang diupayakan ganti kerugian di atas, baik itu kerugian yang berasal dari dari kontrak ataupun unsur perbuatan melawan hukum, maka penggugat (korban) harus dapat membuktikan adanya perjanjian, bukan dengan kuitansi pengobatan Sifat melawan hukum perdata formil dan materil dapat dihapuskan berdasar azas kepastian hukum dengan menafsirkan aturan yang lebih spesifik (lex specialis) agar tidak menimbulkan disparitas putusan hakim, selain itu juga diberlakukannya system kamar harus diterapkan guna menjaga persatuan penerapan hukum dan menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung dan meningkatkan profesionalitas Hakim.
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